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1DIFABILITAS DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA:
Analisis Kekuatan Pembuktian Saksi Korban Difabel di Pengadilan
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahu tentang pemeriksaan saksi korban difabel
dalam persidangan perkara pidana di  pengadilan, kekuatan pembuktiannya dan
pemeriksaannya dalam persidangan perkara pidana di  pengadilan di masa datang.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan metode penelitian pustaka yaitu
meneliti data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu
berupa putusan-putusan pengadilan dan berita acara-berita acara persidangan. Hasil
penelitian yang diperoleh adalah pemeriksaan saksi korban difabel dilakukan dengan
beberapa kali pemeriksaan dimana di setiap pemeriksaan saksi korban didampingi
seorang penterjemah yang mempunyai hubungan kedekatan dengan saksi korban yaitu
guru sekolah saksi korban. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menilai
keterangan saksi korban difabel yang didampingi penterjemah mempunyai kekuatan
yang sama dengan saksi lainnya.Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa
pemeriksaan saksi korban difabel telah memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan
biaya ringan, kekuatan pembuktian saksi korban  difabel adalah sama dengan saksi
korban lainnya, dan pemeriksaan saksi korban difabel di pengadilan di masa yang
akan datang harus memperhatikan prinsip-prinsip peradilan yang fair.
Kata kunci: difabel, disabilitas, korban, peradilan, pembuktian, pidana, saksi.
Abstract
The aims of this research are to know about the examination of the witnesses of the
disabled in the trial of criminal cases in court, the proof strengthen and the
examination in the future. This research is a normative research with literature
research method that is researching secondary data related to the problem to be
studied, that is in the form of court decisions and news events of trial. The result of the
research is the examination of the witness of the disabled victim is done by several
examination where in each examination the victim witness is accompanied by a
translator who has close relationship with victim witness that is school teacher. The
judges in their legal considerations assessed the testimony of witnesses of victims with
disabilities accompanied  by translators having the same strength as other witnesses.
From the research, it can be concluded that the examination of witnesses of disabled
victims has fulfilled simple, quick and low cost principle, the strength of proof of the
witness of the disabled victims is the same as other victim witnesses, and the
examination of witnesses of disabled persons in the court in the future must pay
attention to the principles fair trial.
Keywords: disabled, disability, victim, trial, evidence, criminal, witness.
21. PENDAHULUAN
Posisi difabel sebagai kelompok rentan serta tidak berjalannya instrumen hukum,
mengakibatkan kasus-kasus yang melibatkan difabel sebagai korban tindak pidana banyak
yang tidak sampai pada tingkat pemeriksaan perkaranya ke Kepolisian apalagi ke
pengadilan.Tidak  sampainya perkara-perkara dengan korban difabel di pengadilan
dikarenakan sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang berlaku memandang
korban termasuk korban difabel tidak lebih hanya sekedar saksi saja. Dalam konsep
peradilan pidana, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan
penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang didengar, dilihat dan
dialami sendiri.
Dari berbagai kasus korban difabel ternyata ada salah satu kasus yang perkaranya sampai
pada pemeriksaan di pengadilan, kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru
sekolah terhadap korban double handicap (difabel ganda) yaitu retardasi mental dan rungu
wicara yang menjadi korban kekerasan seksual. Kasus ini terungkap dan menyeret pelaku
ke pengadilan dan telah diputus dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap, hal ini berbeda dengan kebanyakan kasus korban difabel banyak yang tidak
terungkap terutama korban difabel retardasi mental. Kerap kali korban difabel retardasi
mental disebut sebagai invisible crime (korban yang tak terlihat). Hal inilah yang menarik
bagi penulis untuk meneliti karena tidak banyak kasus-kasus dengan saksi korban difabel
bisa sampai ada putusan pengadilan sehingga dapat diketahui tentang bagaimana
pemeriksaan saksi korban difabel dan bagaimana kekuatan pembuktiannya dan bagaimana
pemeriksaannya di masa yang akan datang.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pemeriksaan saksi korban
difabel dalam persidangan perkara pidana di  pengadilan, bagaimana kekuatan pembuktian
saksi korban difabel dalam persidangan perkara pidana di pengadilan, dan bagaimana
pemeriksaan saksi korban difabel dalam persidangan perkara pidana di  pengadilan di masa
datang.
2. METODE
Jenis penelitian dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu
penelitian dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Metode
pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif dengan mengkaji putusan
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mendukung bahan hukum primer.
Berdasarkan jenis data yang digunakan, penelitian ini menggunakan data sekunder dan
sumber datanya adalah bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat,
bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan PN Sukoharjo No.
28/Pid.B/2013/PN.Skh tanggal 27 Juni 2013, Putusan PT Semarang No. 244/Pid/2013/
PT.Smg tanggal 20 Agustus 2013, dan Putusan MARI No. 1579 K/Pid/2013 tertanggal 29
Januari 2014. Bahan hukum sekunder, misalnya Berita Acara Persidangan, rancangan
undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lainnya.
Bahan hukum tersier, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain.
Objek penelitian adalah pemeriksaan saksi korban difabel, kekuatan pembuktian saksi
korban difabel dan pemeriksaan saksi korban difabel dalam persidangan perkara pidana di
pengadilan di masa datang. Teknik pengumpulan data  adalah dengan mengumpulkan data
dengan cara menginventarisasi putusan-putusan pengadilan dan buku-buku literatur yang
berhubungan dengan tema yang akan diteliti, setelah data terkumpul dilakukan penelaahan
untuk pemeriksaan dan pembuktian saksi difabel dalam persidangan perkara pidana di
pengadilan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kerangka penelitian dan dilakukan
analisis.
Analisis data yang digunakan adalah analisis data dengan menggunakan analisis normatif
kualitatif dengan menganalisa putusan-putusan perkara pidana dalam kasus Ve untuk
mengetahui pembuktian dan kekuatan pembuktikan saksi difabel dalam persidangan
perkara pidana di pengadilan.
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Pemeriksaan Saksi Korban Difabel dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di
Pengadilan
Pemeriksaan saksi korban Ve seorang difabel ganda dalam perkara No: 28/Pid.B/2013/PN.
Skh ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan 11 (sebelas) saksi yang diantaranya terdiri dari
4 (empat) orang saksi dalam kondisi difabel (tuna rungu wicara). Pemeriksaan saksi korban
dilakukan dengan caramenghadirkannya di persidangan. Saksi korban adalah difabel (tuna
rungu wicara) dan dalam memberikan keterangannya dalam bahasa isyarat diterjemahkan
oleh juru bahasa yang ditunjuk.
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adalah orang yang pandai bergaul dengan saksi dan mampu menerjemahkan keterangan
saksi dari bahasa isyarat ke Bahasa Indonesia maupun pertanyaan hakim, Penuntut Umum
maupun Penasehat Hukum terdakwa dari Bahasa Indonesia ke dalam bahasa isyarat yang
dipahami oleh saksi dan terhadap juru bahasa tersebut.
Pada awal persidangan saksi korban ditanyai tentang identitas saksi korban, meliputi nama
lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal,
agama, dan pekerjaan kemudian ditanyakan juga apakah kenal dengan terdakwa, apakah
punya hubungan darah atau semenda dengan terdakwa, apakah terikat hubungan sebagai
suami atau istri terdakwa atau apakah terikat hubungan kerja.
Kemudian oleh hakim saksi korban diminta bersumpah terlebih dahulu sebelum
memberikan keterangannya sebagaimana pertimbangan hakim dalam putusannya “......
memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada
pokoknya sebagai berikut:....dst.”.
Dalam pemeriksaan saksi setiap pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum, penasehat
hukum terdakwa diterjemahkan dengan bahasa isyarat oleh juru bahasa kepada saksi
korban, sementara itu jawaban dari saksi korban atas pertanyaan-pertanyaan hakim, jaksa
penuntut umum, dan penasehat hukum terdakwa di diterjemahkan oleh juru bahasa dengan
Bahasa Indonesia kepada hakim, jaksa penuntut umum, dan penasehat hukum terdakwa.
Setelah saksi korban memberikan semua keterangannya, hakim memberikan kesempatan
kepada terdakwa untuk memberikan tanggapan atas keterangan saksi korban. Dan
terdakwa menyatakan membantah keterangan saksi korban yang menyangkut peristiwa
pada tanggal 16 Juli 2012, 19 Juli 2012, 26 Juli 2012, 2 Agustus 2012, 9 Agustus 2012,
dan 11 September 2012, dan untuk keterangan saksi korban selebihnya terdakwa
menyatakan tidak tahu.
Atas tanggapan terdakwa tersebut hakim memberikan kesempatan kepada saksi korban
untuk menanggapi tanggapan terdakwa tersebut, saksi korban menyatakan tetap pada
keterangan yang telah diberikan di dalam persidangan.
Pemeriksaan saksi korban di persidangan  dilakukan dalam tiga kali persidangan yang
semuanya termuat dalam pada:
- Berita Acara Sidang (Lanjutan) Nomor: 28/Pid.B/2013/PN.Skh tanggal 19 Maret 2013.
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- Berita Acara Sidang (Lanjutan) Nomor: 28/Pid.B/2013/PN.Skh tanggal 2 April 2013.
Pemeriksaan saksi korban dilakukan sebanyak tiga kali dengan mempertimbangkan
kondisi saksi korban yang tidak stabil setiap diberi pertanyaan selalu tidak menjawab dan
mempertimbangkan kondisi saksi korban seorang difabel tuna rungu dan tuna wicara.
Dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi korban di pengadilan sebagaimana
tersebut di atas akan dianalisis dengan asas hukum yang berlaku pada peradilan pidana
yaitu asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun
2009 menyatakan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara
dilakukan dengan cara efesien dan efektif. Sedangkan “biaya ringan” adalah biaya perkara
yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya
ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan
ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Undang-undang hanya
menjelaskan tentang “sederhana” dan “biaya ringan” dan tidak memberikan perjelasan
tentang “cepat”.
Proses peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang terselenggara dengan baik akan
mewujudkan hukum acara pidana sebagai salah satu sarana hukum yang bersifat melayani
kepentingan rakyat banyak dalam memenuhi kebutuhan hukum (Bambang Purnomo,
1993:66). Proses sederhana mempunyai pengertian penyelenggaraan administrasi peradilan
harus dilakukan secara terpadu agar masing-masing instansi berjalan dalam satu kesatuan
yang tidak memberikan kesempatan bekerja secara berbelit-belit dan penerapan hukum
yang dilakukan mudah dipahami dan dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Cepat
diartikan menghindarkan segala rintangan yang bersifat prosedural agar tercapai efisiensi
kerja mulai dari penyelidikan sampai ada pelaksanaan putusan pengadilan dapat selesai
dalam waktu yang relatif singkat. Biaya ringan mempunyai pengertian menghindari sistem
administrasi perkara dan mekanisme bekerjanya petugas yang mengakibatkan beban biaya
bagi yang berkepentingan atau masyarakat yang tidak sebanding karena biaya yang
dikeluarkan lebih besar dan hasil yang diharapkan lebih kecil.
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menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan berarti pemeriksaan perkara
dilakukan seperti ban berputar. Bukan pula pemeriksaan perkara dari mulainya
persidangan hingga putusan dilakukan oleh hakim dalam waktu satu atau satu setengah
jam. Yang dimaksudkan asas ini adalah suatu proses yang relatif tidak memakan waktu
lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa
yang sudah ditentukan sederhana jangan dipersulit oleh hakim ke arah proses yang
berbelit-belit dan tersendat-sendat (M. Yahya Harahap, 2014:52-53).
Dalam hal ini yang dituntut dari hakim dalam penerapan asas ini adalah sikap moderasi.
Tidak cenderung secara ekstrem melakukan pemeriksaan yang tergopoh-gopoh tak
ubahnya sebuah mesin sehingga jalannya pemeriksaan meninggalkan harkat dan derajat
kemanusiaan. Tetapi jangan dilambat-lambatkan. Lakukan pemeriksaan yang seksama dan
wajar, rasional dan objektif dengan cara memberikan kesempatan yang seimbang dan
sepatutnya kepada masing-masing pihak dalam perkara (Zulkarnaen Lubis dan Bakti
Ritonga, 2016:32).
Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan apabila diuraikan satu per satu
mempunyai unsur-unsur sebagaimana di bawah ini.Sederhana mempunyai pengertian
efisien, efektif, terpadu, jelas, mudah dimengerti, mudah dipahami, tidak berbeli-belit,
tidak rumit dan tidak bertele-tele.Cepat mempunyai pengertian cepat dalam proses perkara
mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai persidangan di pengadilan
dan tidak menunda-nunda pemeriksaan sehingga para pencari keadilan segera
mendapatkan kepastian hukum.Biaya ringan mempunyai pengertian biaya yang
dikeluarkan logis, rinci, transparan dan tidak mengada-ada.
Proses pemeriksaan saksi korban dilakukan dengan cara saksi korban dihadirkan ke dalam
persidangan dengan didampingi oleh penterjemah, setiap pertanyaan yang diajukan oleh
hakim, jaksa penuntut umum, maupun penasehat hukum terdakwa kepada saksi korban
diterjemahkan dengan bahasa isyarat oleh juru bahasa kepada saksi korban, kemudian
jawaban dari saksi korban atas pertanyaan-pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum, dan
penasehat hukum terdakwa di diterjemahkan oleh juru bahasa dengan Bahasa Indonesia
kepada hakim, jaksa penuntut umum, dan penasehat hukum terdakwa.
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prosedur pemeriksaan saksi tuna rungu maupun tuna wicara sebagaimana diatur dalam
Pasal 178 ayat (1) yang menyatakan “Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak
dapat menulis,hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai
bergaul dengan terdakwa atau saksi itu”.
Proses pemeriksaan saksi korban yang tuna rungu dan tuna netra tanpa penterjemah atau
juru bahasa justru melanggar asas sederhana karena pemeriksaan berbelit-belit. Yang
terjadi dalam persidangan masing-masing pihak tidak bisa saling memahami dan mengerti
maksud yang disampaikan karena komunikasi antara saksi korban dengan hakim, jaksa
penuntut umum maupun penasehat hukum terdakwa tidak berjalan dengan lancar dan baik.
Komunikasi yang tidak lancar dan baik menimbulkan pemeriksaan tidak efektif dan tidak
efisien.
Pemeriksaan saksi korban juga telah memenuhi asas cepat karena dilakukan dengan proses
yang tidak memakan waktu terlalu lama, pemeriksaan saksi korban dilaksanakan dalam
tiga kali sidang sebagaimana sidang pertama pemeriksaan saksi korban dilakukan pada 19
Maret 2013 dan tercatat dalam Berita Acara Sidang (Lanjutan) Nomor:
28/Pid.B/2013/PN.Skh tanggal 19 Maret 2013. Sidang kedua pemeriksaan saksi korban
dilakukan pada 26 Maret 2013 dan tercatat dalam Berita Acara Sidang (Lanjutan) Nomor:
28/Pid.B/2013/PN.Skh tanggal 26 Maret 2013. Sidang ketiga pemeriksaan saksi korban
dilakukan pada 2 April 2013 dan tercatat dalam Berita Acara Sidang (Lanjutan) Nomor:
28/Pid.B/2013/PN.Skh tanggal 2 April 2013. Asas cepat bukan berarti pemeriksaan
dilakukan dalam satu kali persidangan selesai hingga putusan. Pemeriksaan persidangan
dengan sekali sidang selesai sampai putusan merupakan proses persidangan yang
serampangan dan tergesa-gesa sehingga mengesampingkan ketelitian dan kecermatan
dalam mencari kebenaran dan keadilan.
Asas biaya ringan juga terpenuhi dalam pemeriksaan persidangan saksi korban. Biaya
ringan mempunyai pengertian biaya yang dibebankan saksi korban atau keluarga korban
sangat ringan dan tidak diada-adakan untuk membayar biaya. Dalam pemeriksaan perkara
pidana saksi korban sama sekali tidak dibebani biaya mulai dari laporan/pengaduan,
pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan ataupun di pengadilan. Biaya yang dikeluarkan saksi
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perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap saksi korban.
3.2. Kekuatan Pembuktian Saksi Korban Difabel dalam Pemeriksaan Perkara
Pidana di Pengadilan
Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-
undang secara negatif. Hal ini  terlihat pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan: “Hakim
tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana
benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”
KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti
bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan
yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua
alat bukti) dari kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya
keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.
Salah satu titik berat pemeriksaan saksi sebagai alat bukti ditunjukan kepada suatu
permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian, yaitu syarat sahnya keterangan saksi.
Alat bukti keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang paling utama dalam suatu
perkara pidana. Nilai dan kekuatan pembuktian, keterangan saksi mempunyai kekuatan
pembuktian. Berdasarkan pasal 185 ayat 1 menjelaskan bahwa “Dalam keterangan saksi
tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari keterangan orang lain atau testimonium de
auditu”. Sesuai dengan penjelasan KUHAP bahwa kesaksian testimonium de auditu tidak
diperkenan sebagai alat bukti. Dengan demikian keterangan saksi yang diperoleh dari
orang lain bukanlah alat bukti yang sah. Sesuai dengan tujuan hukum acara pidana yaitu
mencari kebenaran materiil, untuk melindungi hak-hak asasi manusia.
Menurut Syaiful Bahri (2012:59-61) alat bukti memiliki nilai kekuatan pembuktian yang
harus dipenuhi antara lain: 1) harus mengucapkan sumpah atau janji. Berdasarkan pasal
160 ayat 3 KUHAP dan pasal 160 ayat 4 KUHAP. 2) Keterangan saksi yang bernilai
sebagai alat bukti. Berdasarkan pasal 1 ayat 27 KUHAP sehubungan dengan pasal 185 ayat
1 KUHAP, dapat ditarik kesimpulan: Pertama, setiap keterangan saksi di luar apa yang
didengarnya sendiri, di luar apa yang dilihat , di luar apa yang dialaminya, tidak dapat
dijadikan serta dinilai sebagai alat bukti. Kedua,“testimonium de auditu” atau keterangan
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bukti. 3) Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran bukan merupakan
keterangan saksi berdasarkan pasal 185 ayat 5 KUHAP. 4)Keterangan saksi harus
diberikan di sidang pengadilan yang bertujuan agar saksi dapat dinilai sebagai alat bukti
sesuai dengan pasal 185 ayat 1 KUHAP. 5)Keterangan saksi saja dirasa belum cukup. Hal
ini sesuai dengan penegasan pasal 183 KUHAP tentang hakim tidak boleh menjatuhkan
putusan jika alat bukti sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti.
Dalam perkara No. 28/Pid.B/2013/PN.Skh ada beberapa alat bukti yang diajukan di dalam
persidangan yaitu: 1) alat bukti keterangan saksi, keterangan saksi terdiri dari 11 (sebelas)
orang saksidan 1 (satu) orang  saksi ahli, 2) Alat bukti keterangan Terdakwa, 3) Alat bukti
petunjuk, berupa kesesuaian antara keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lain
yang diajukan di dalam persidangan memberikan petunjuk adanya suatu peristiwa pidana.
Dari sebelas orang saksi tersebut salah satu diantaranya adalah saksi korban difabel
bernama Ve. Kondisi difabel saksi korban Ve didasarkan pada hasil pemeriksaan kondisi
saksi korban Ve, umur 22 tahun, sesuai Laporan Pemeriksaan Psikologis oleh Dra. Septi
Indriati, Psi., Psikolog Pemeriksa pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang dilakukan
pada tanggal 21 Nopember 2012, dengan hasil pemeriksaan:
- Dengan menggunakan skala kemasakan sosial dan instrumen yang menunjukkan
bahwa kemasakan sosial Ve setara dengan anak usia 9 tahun 2 bulan.
- Potensi kemampuan Ve menunjukkan suspcet IQ + 40-50 (Mental Retardasi Sedang).
- Observasi dan wawancara; Daya tangkap kurang, miskin pertimbangan, peka dan suka
diperhatikan serta mudah dipengaruhi, Ve cukup kooperatif dan mudah diajak
kerjasama.
Walaupun kondisi saksi korban Ve adalah difabel, oleh hakim Pengadilan Negeri
Sukoharjo keterangan yang disampaikan oleh saksi korban Ve di depan persidangan telah
digunakan sebagai pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana dengan terdakwa OB
bin Mul.
Keterangan saksi korban Ve yang difabel dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan
saksi dalam perkara pidana hal ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim
Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam Putusan No. 28/Pid.B/2013/PN.Skh adalah sebagai
berikut.
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- “… dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dan
adanya barang bukti sebagaimana terurai di atas dan setelah dinilai kebenarannya
maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: ...”(halaman 64).
- “…. untuk membuktikan unsur ini telah diperoleh fakta di persidangan yaitu
berdasarkan keterangan saksi korban yang bernama Ve bahwa: ...” (halaman 72).
- “… berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi
korban Ve bahwa: ...” (halaman 77).
- “...berdasarkan fakta di persidangan, yaitu dari keterangan saksi korban Ve bahwa ...”
(halaman 83).
Keterangan saksi korban Ve dalam persidangan ternyata tidak mampu memberikan
keyakinan kepada hakim untuk bisa membuktikan dakwaan primair penuntut umum
kepada terdakwa yaitu Pasal 285 KUHP.Alasan hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang
menyatakan bahwa dakwaan primair penuntut umum tidak terbukti karena salah satu unsur
pasal 285 KUHP, yaitu unsur “memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar
perkawinan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena keterangan saksi korban Ve
tidak didukung oleh keterangan saksi lainnya yang melihat, mendengar, dan mengalami
sendiri adanya peristiwa yang mengarah pada telah terjadi perbuatan persetubuhan atau
memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sebagaimana
keterangan saksi korban Ve.
Dakwaan yang diajukan penuntut umum di dalam persidangan adalah dakwaan
subsidairitas, karena dakwaan primair tidak terbukti maka pembuktian selanjutnya
dilakukan terhadap dakwaan subsidair. Menurut hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo
dakwaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah dakwaansubsidair. Terbuktinya
dakwaan subsidair didasarkan pada keterangan saksi korban Ve. Hal ini terlihat dalam
pertimbangan hukum majelis hakim, yaitu:“...maka untuk mempersingkat uraian
pertimbangan dalam putusan ini, maka majelis hakim memandang cukup alasan untuk
mengambil alih pertimbangan unsur ini sebagaimana yang telah diuraikan dalam
pertimbangan unsur kedua pasal 285 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair
tersebut di atas, …….”
Pasal 285 KUHP dan Pasal 289 KUHP mempunyai dua unsur tindak pidana yang sama
yaitu unsur “barangsiapa” dan unsur ”dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”. Hakim
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tidak lagi menguraikan kedua unsur tersebut di dalam dakwan subsidair Pasal 289 KUHP
karena telah diuraikan pada dakwaan primair Pasal 285 KUHP sehingga hakim cukup
mengambilalih pertimbangan pada unsur “barangsiapa’ dan unsur “dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan”.
Dalam pertimbangan hukum dakwaan primair hakim pada pokoknya menyatakan:
 unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak
dan kewajiban, dan dalam ilmu hukum pidana, subjek hukum tersebut selain menusia
pribadi (naturlijke persoon) dan juga badan hukum (recht persoon) yang dapat
dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum pidana seperti yang
didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili dengan identitas
sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka pelaku tindak pidana tidaklah
memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;
 di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi telah membenarkan identitas
terdakwa di samping itu terdakwa sendiri tidak menyangkal identitasnya yang
tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona bahwa
terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana
yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;
 Berdasarkan pengamatan Majelis, terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan
demikian terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala
perbuatan menurut hukum.
Dari pertimbangan hukum tersebut pada akhirnya hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa
OB bin Mul adalah “barangsiapa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 KUHP.
Demikian pula Terdakwa OB bin Mul adalah “barangsiapa” sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 289 KUHP.
Pertimbangan hukum selanjutnya adalah unsur “dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan” yang pada pokoknya menyatakan:
 Unsur perbuatan ini bersifat alternatif “dengan kekerasan” atau "dengan ancaman
kekerasan” sehingga hakim tidak mempertimbangkan seluruhnya tetapi cukup salah
satu unsur yang telah terbukti;
12
 berdasarkan keterangan saksi korban dan didukung keterangan saksi An Set terbukti
terdakwa mengancam saksi korban berupa tindakan dengan bahasa isyarat yaitu
telunjuk diletakkan di depan mulut sambil matanya melotot dan tangan kanan
tergenggam dan dipukulkan ke tangan kiri dilanjutkan dengan gerakan tangan kanan
terdakwa memotong lehernya yang maksudnya adalah meminta saksi korban diam dan
tidak menceritakan peristia tersebut kepada orang lain dan terdakwa mengancam akan
memukul saksi korban apabila menceritakan kepada orang lain dan akibat tindakan
tersebut saksi korban ketakutan dan berjanji tidak akan menceritakan hal tersebut
kepada orang lain;
 tindakan yang berupa bahasa isyarat tersebut dapat dikategorikan sebagai sebagai
bentuk ancaman yang dapat mempengaruhi dan menyebabkan korban merasa
ketakutan, terancam dan secara tidak langsung menyebebkan saksi korban mau tidak
mau atau terpaksa  menuruti kemauan terdakwa.
Berdasarkan pertimbangan tersebut pada akhirnya hakim berkesimpulan bahwa unsur
“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” sebagaimana dimaksud Pasal 289 KUHP
terbukti.Pertimbangan hukum yang lain dalam Putusan adalah yang menyatakan:
- “...berdasarkan fakta di persidangan, yaitu dari keterangan saksi korban Ve bahwa ..”
(halaman 83).
- “… keterangan saksi korban tersebut didukung atau  dikuatkan pula oleh keterangan
saksi An Set yang menerangkan bahwa ...” (halaman 84).
- “… selanjutnya terhadap keterangan saksi korban yang menerangkan bahwa terdapat
kejadian serupa yang terjadi terdapat kesesuaian dengan keterangan saksi An Set ....”
(halaman 86).
- “… dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut (Saksi Korban Ve dan Saksi An Set)
diperoleh fakta bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu kejadian pada
tanggal 16 Juli 2012....” (halaman 86).
- “… dari keterangan 2 orang saksi tersebut di atas (Saksi Korban Ve dan Saksi An Set)
dan didukung pula oleh keterangan saksi ahli yang menerangkan hasil visum et
repertum atas nama saksi korban Ve, ...” (halaman 87).
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Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut ternyata juga dibenarkan oleh
Hakim Tinggi Pengadilan Negeri dengan Putusan No. 244/Pid/2013/PT.Smg tertanggal 20
Agustus 2013. Demikian hal dengan Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa apa yang
menjadi putusan Pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tersebut tidak
terdapat alasan untuk dibatalkan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI dengan
Putusan No. 1579 K/Pid/2013 tertanggal 29 Januari 2014.
3.3. Pemeriksaan Saksi Korban Difabel dalam Persidangan Perkara Pidana di
Pengadilan pada Masa Datang
Pemeriksaan saksi korban difabel dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan pada
masa datang dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip pengadilan yang fair.
Prinsip-prinsip pengadilan yang fair bagi korban pada umumnya dan bagi korban difabel
pada khususnya dapat diketahui dari Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, Kovenan
Internasional  Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas,
Undang-Undang HAM, Undang-Undang Penyandang Disabilitas sebagaimana tersebut di
bawah ini.
3.3.1 Persamaan Kedudukan di Depan Hukum
Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Demikian halnya dengan
saksi korban difabel juga mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Setiap
warganegara termasuk seorang difabel yang dilanggar haknya maka berhak untuk
melakukan penuntutan hukum demikian halnya seseorang yang melanggar hak
korban/pelaku harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya melalui
proses hukum yang berlaku.
Baik korban difabel maupun pelaku harus diperlakukan sama secara prosedur dalam
penanganan di pengadilan. Korban difabel diberikan hak untuk: a) menghadiri
persidangan; b) pemanggilan untuk memberikan keterangan saksi dalam waktu yang layak
dan patut; c) menyampaikan keterangan sebagai saksi; b) tidak dipertemukan dengan
terdakwa di dalam persidangan; c) diperiksa tanpa hadirnya terdakwa, kemudian hasil
pemeriksaan saksi korban difabel disampaikan kepada terdakwa dalam persidangan yang
tesendiri; d) memberikan mengajukan saksi-saksi; e) mengajukan saksi ahli; f) mengajukan
upaya hukum.
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Di dalam persidangan pelaku/terdakwa mempunyai hak untuk :  a) hadir di dalam
pemeriksaan persidangan;  b) mengakui perbuatannya; c) mengingkari perbuatan (hak
ingkar); d) memberikan pertanyaan kepada saksi yang diajukan di persidanga; e)
membantah keterangan saksi;  f) mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);  g)
mengajukan upaya hukum.
3.3.2 Persidangan Terbuka untuk Umum Dan Dilakukan Secara Lisan
Pemeriksaan perkara wajib dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum,
artinya persidangan dapat dihadiri, dilihat, didengar, dan disaksikan khalayak umum
kecuali dalam perkara-perkara tertentu yang harus di lakukan dalam persidangan dilakukan
secara tertutup, yaitu persidangan yang tidak boleh dihadiri, dilihat, didengar, dan
disaksikan khalayak umum. Pengertian tertutup untuk umum termasuk juga penyebaran
informasi yang terjadi selama persidangan baik oleh hakim, jaksa penuntut umum maupun
semua yang diperkenankan hadir yang dilakukan di luar persidangan kecuali undang-
undang menentukan lain. Persidangan dilakukan secara lisan dilakukan dengan tujuan
untuk memperlancar presidangan, mempermudah saksi-saksi, terdakwa, maupun siapa saja
yang hadir untuk mengikuti jalannya sidang dan tidak menimbulkan kegaduhan atau
keributan selama sidang berlangsung.
3.3.3 Pengadilan Yang Kompeten, Independen Dan Tidak Memihak Yang
Ditetapkan Oleh Hukum
Pemeriksaan perkara terhadap korban difabel dilakukan oleh jaksa dan hakim yang
mempunyai kompetensi dalam pemenuhan hak-hak difabel di dalam persidangan. Dalam
setiap pemeriksaan perkara korban difabel disyaratkan untuk dilakukannya pemeriksaan
saksi ahli yang memberikan pendapatnya tentang ciri-ciri, katakteristik difabel sebagai
bahan untuk mendapatkan kejelasan tentang keterangan yang disampaikan saksi korban
difabel dan memberikan keyakinan bagi hakim dalam memberikan putusan sehingga
putusannya memberikan keadilan bagi semua pihak terutama keadilan bagi korban difabel.
3.3.4 Akses Terhadap Keadilan
Adanya ketidakmampuan yang dimiliki difabel baik kemampuan komunikasi, mobilitas,
berpikir dan bertindak tidak dapat dijadikan alasan bagi difable untuk tidak bisa mengakses
keadilan. Difabel sebagai korban berhak mendapatkan keadilan dengan melakukan
pelaporan, pengaduan maupun tuntutan hukum. Dan menjadi kewajiban bagi masing-
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masing lembaga di setiap tahap penuntutan hukum untuk menyelesaikan perkaranya.
Lembaga kepolisian sebagai pelaksana proses penyelidikan dan penyidikan dan apabila
sudah dinyatakan cukup atau lengkap berkas perkaranya diajukan ke kejaksaan untuk
dilakukan penuntutan, kejaksaan sebagai pihak yang melakukan penuntutan segera
mempersiapkan dakwaan dan terdakwa untuk diajukan ke pengadilan, dan pengadilan yang
melaksanakan proses pemeriksaan perkara dan apabila sudah ada putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, kejaksaan melakukan eksekusi sesuai dengan putusan
yang dijatuhkan.
3.3.5 Akses Terhadap Informasi
Korban difabel dalam mengakses informasi atas pemeriksaan perkaranya di pengadilan
hanya tergantung pada keaktifan dari   keaktifan korban difabel sendiri. Selama ini
lembaga pengadilan maupun kejaksaan tidak pernah secara aktif memberikan
perkembangan perkara yang disidang di pengadilan. Berbeda dengan kepolisian yang
memberikan pemberitahuan perkembangan perkara yang sedang ditangani baik di tingkat
penyelidikan maupun penyidikan dengan aktif menyampaikan surat kepada korban/pelapor
tentang perkembangan perkara yang telah dilakukan kepolisian.
3.3.6 Kebebasan Dari Ekploitasi, Kekerasan dan Pelecehan
Selama pemeriksaan saksi korban difabel harus dijamin terbebas dari segala bentuk
tindakan yang berupa eksploitasi, yaitu berupa tindakan yang mengandung maksud atau
tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau memanfaatkan sesuatu secara
belebihan atau sewenang-wenang. Bebas dari  kekerasan yaitu tindakan-tindakan yang
bersifat fisik yang dapat menimbulkan rasa sakit, kerusakan fisik (luka), hilangnya nyawa,
rusak atau hilangnya barang. Bebas dari kekerasan termasuk bebas dari ancaman kekerasan
yaitu berupa tindakan-tindakan yang bersifat psikis yang menimbulkan akibat ketakutan
atau tidak bebas melakukan suatu perbuatan.  Dan bebas dari pelecehan, yang berupa
tindakan-tindakan yang merendahkan, meremehkan, membuat tersinggung atau merasa
dipermalukan.
3.3.7 Kebebasan Dari Perlakuan Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat
Manusia
Korban difabel harus diperlakukan secara manusiawi, pelaku saja diberikan perlakuan
secara manusiawi dengan diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sebelum ada
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putusan yang menyatakan pelaku telah melakukan tindak pidana, tidak boleh disiksa atau
diberikan hukuman yang semena-mena, mendapatkan perawatan kesehatan, dibedakan
tempat penahanan antara pelaku dewasa dan anak-anak apalagi korban terutama difabel
harus diperlakukan selayaknya manusia biasa, adanya kemampuan yang kurang
menjadikan alasan untuk diperlakukan semena-mena dan seenaknya dengan
memperlambat pemeriksaan atau malah menghambat untuk tidak dilakukan pemeriksaan.
3.3.8 Jaminan Prosedur Minimal
Prosedur pemeriksaan terhadap korban difabel dibuat sedemikian rupa sehingga
pemeriksaannya dapat dilaksanakan dalam waktu yang cepat dan singkat tanpa
mengesampingkan ketelitian dan kehati-hatian. Hal ini disebabkan karena dengan adanya
keterbatasan kemampuan pada diri korban difabel harus dipahami dan dimengerti dengan
benar untuk mendapatkan cara pemeriksaan yang tepat dan benar sehingga memberikan
rasa keadilan bagi semua pihak.
3.3.9 Hak Atas Mendapat Bantuan Hukum
Selama ini hak mendapat bantuan hukum lebih ditekankan pada pelaku, dimana setiap
pelaku tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari lima tahun wajib didampingi
penasehat hukum di dalam setiap tingkatan pemeriksaan. Sementara itu bagi korban tindak
pidana tidak ada peraturan yang mewajibkan untuk didampingi oleh penasehat hukum.
Korban maupun pelaku tindak pidana adalah sama-sama sebagai warganegara yang
mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum di setiap tingkatan
pemeriksaan mulai dari penyedilikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan
persidangan. Bantuan hukum terhadap korban akan memberikan perlindungan hukum bagi
dirinya maupun keluarganya untuk mendapatkan keadilan atas akibat dari perbuatan yang
dilakukan pelaku terhadap korban.
3.3.10 Hak Atas Saksi
Korban diberikan kesempatan untuk membuktikan perbuatan pelaku tindak pidana
diberikan hak untuk mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan bagi saksi. hal ini
berbeda dengan hak atas saksi bagi tersangka. Bagi tersangka, hak atas saksi meliputi
mengajukan saksi-saksi yang meringankan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan
terhadap saksi yang diajukan di dalam persidangan.
3.3.11 Hak Atas Penterjemah/Jurubahasa
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Pasal 178 KUHAP menyebutkan: ”Jika terdakwa atau saksi bisu atau tuli serta tidak
dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai
bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.”
Hak atas penterjemah dimiliki oleh pelaku dan juga saksi atau saksi korban yang
mempunyai jenis disabilitas bisu atau tuli saja padahal masih banyak jenis disabilitas yang
lain. Jenis disabilitas lain menjadi tidak terlindungi secara hukum ketika berada dalam
posisi pelaku tindak pidana atau saksi.
3.3.12 Hak Atas Perlakuan Yang Berperikemanusiaan
Saksi korban bukanlah pelaku pidana maka tidak dapat di perlakukan dengan perlakuan
yang sama dengan pelaku. Pelaku saja harus diperlakukan dengan sesuai dengan
perikemanusiaan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, tidak disiksa, tidak
dipaksa dan tidak ditekan agar pelaku mengakui perbuatannya apalagi saksi korban. Saksi
korban harus mendapatkan perlindungan hukum, perlakuan tidak manusiawi terhadap saksi
korban hanya akan menjadi saksi korban sebagai korban untuk kedua kalinyua setelah
menjadi korban perbuatan pidana.
3.3.13 Kebebasan Dari Perlakuan Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat
Manusia
Korban difabel harus diperlakukan secara manusiawi, pelaku saja diberikan perlakuan
secara manusiawi dengan diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sebelum ada
putusan yang menyatakan pelaku telah melakukan tindak pidana, tidak boleh disiksa atau
diberikan hukuman yang semena-mena, mendapatkan perawatan kesehatan, dibedakan
tempat penahanan antara pelaku dewasa dan anak-anak apalagi korban terutama difabel
harus diperlakukan selayaknya manusia biasa, adanya kemampuan yang kurang
menjadikan alasan untuk diperlakukan semena-mena dan seenaknya dengan
memperlambat pemeriksaan atau malah menghambat untuk tidak dilakukan pemeriksaan.
4. PENUTUP
Pemeriksaan saksi korban difabel pada penelitian ini dilakukan dalam tiga kali persidangan
mengingat kondisi saksi korban yang tidak stabil karena tidak lagi mau menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan kondisi saksi korban tuna rungu dan tuna wicara,
pemeriksaan saksi korban dilakukan sampai tiga kali menunjukkan hakim tidak tergesa-
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gesa dan terburu-buru untuk mendapatkan fakta  hukum dalam perkara pidana yang
diperiksa hal ini telah sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
Kekuatan pembuktian saksi korban difabel di pengadilan mempunyai kekuatan pembuktian
yang sama dengan saksi korban pada umumnya.
Pemeriksaan saksi korban di masa yang akan datang dilakukan dengan berdasarkan pada
prinsip-prinsip pengadilan yang fair yaitu: persamaan kedudukan di depan hukum,
persidangan terbuka untuk umum dan dilakukan secara lisan, pengadilan yang kompeten,
independen dan tidak memihak yang ditetapkan oleh hukum, akses terhadap keadilan,
akses terhadap informasi, kebebasan dari ekploitasi, kekerasan dan pelecehan, kebebasan
dari perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, jaminan prosedur
minimal, hak atas mendapat bantuan hukum, hak atas saksi, hak atas
penterjemah/jurubahasa, hak atas perlakuan yang berperikemanusiaan.
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